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BAB V 

 PENUTUP  

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan kesimpulan Bab 2, kita dapat menyimpulkan bahwa:  

1. Kedudukan kreditur sebagai penjamin didasarkan pada Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaiminan Fiduisia, dan segala pekerjaan 

debitur dilakukan dalam bentuk yang sudah ada dan/atau yang baru. Hal ini 

dibatasi. Tapi itu menjadi jaminan atau anggaran bagi semua pihak. Oleh 

karena itu, menurut ketentuan UU Jaiminan Fiduisia, status kreditur dalam 

kedudukan sementara (prioritas), dan dalam hal debitur Sidra Janji, kreditur 

berhak menjual barang yang ditanggung oleh kreditur. Ketentuan-ketentuan 

penegakan untuk mengamankan barang-barang yang dijamin oleh Fiduisia 

yang dapat dijual untuk menutupi kerugian debitur. 

2. Mahkamah Konstitusi Nomor tentang Pemberlakuan Jaiminan Fiduisia: 18 / 

PUUXVI / Jika dampak hukum terhadap pemberlakuan Jaiminan Fiduisia 

setelah keputusan tahun 2019 tentu saja sama dengan keputusan atau 

undang-undang pengadilan tempat pemberlakuan Standar Garansi berlaku. 

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali tetap dalam UUD 

1945 dan ditafsirkan sebagai Jaiminan Fiduisia apabila tidak terjadi 

wanprestasi dan Obligor tidak berkeberatan atas penyerahan secara sukarela 

Obyek Jaiminan Fiduisia. Pendapat dalam pelaksanaan tahap Standards 

Assurance harus diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan 

hukum yang jelas. 
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B. Saran 

1. Saran saya kepada kreditur adalah untuk mencegah dia dari menggunakan 

jasa atau  yang disebut debitur ketika ia mendapatkan kembali barang, 

barang, atau barang yang debitur tidak dapat membayar lagi. Untuk 

menghindari kesalahpahaman, khususnya Dep Collector Services yang 

sering menggunakan alat fisik saat mengumpulkan barang yang ramai, 

perlu dikeluarkan somasi dari permohonan debitur untuk dipatuhi oleh 

pengadilan negeri.  

2. Jika  debitur bersedia membayar atau dengan sukarela menyerahkan pokok 

Jaiminan Fiduisia yang  tidak dapat dilunasi, maka  kreditur tidak mau 

menggunakan jasa debitur. 
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